
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur biaya/tunjangan purna bakti
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu merubah
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006
Nomor 33);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2007 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

SALINAN



1. Ketentuan dalam Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan
dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali
jabatan berikutnya.

(2) Masa jabatan BPD dihitung dari masa pelantikan.

(3) Terhadap Anggota BPD yang tidak terpilih ataupun terpilih
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dapat
diberikan biaya/tunjangan purna bakti.

(4) Biaya/tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat diberikan sesuai dengan kemampuan
keuangan Pemerintah Desa.

(5) Ketentuan mengenai biaya/tunjangan purna bakti akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal II
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala

peraturan pelaksanaan tentang Badan Permusyawaratan
Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal
3 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
AMRULLAH, SH

Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005


